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BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah

Kabupaten Asahan Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu

ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai

landasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

SALINAN
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049), Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang  Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedeoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor …….. Tahun

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Dearah Kabupaten Asahan Tahun

2021 Nomor ….,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Asahan Nomor ……);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Asahan;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagia pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

5. Pegawai Negeri Sipil daerah yang selanjutnya disingkat PNSD
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan;

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan;

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya;

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima
manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah
tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

11. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah
lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan
pengembalian pokok pinjaman;

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.
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Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp. 1.616.453.721.041,00 (satu trilyun enam  ratus enam
belas milyard empat ratus lima  puluh  tiga juta tujuh ratus dua puluh
satu ribu empat puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a direncanakan sebesar Rp. 172.117.196.925,00 (seratus
tujuh puluh dua milyard seratus tujuh belas juta seratus sembilan
puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang
terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 77.755.000.000,00 (tujuh puluh tujuh
milyard tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);

(4) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.16.083.395.000,00
(enam belas milyard delapan puluh tiga juta tiga
ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.146.601.279,00
(sembilan milyard seratus empat puluh enam juta enam ratus satu
ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 69.132.200.646,00 (enam puluh sembilan milyard seratus
tiga puluh dua juta dua ratus ribu enam ratus empat puluh
enam rupiah);

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b direncanakan sebesar Rp.1.357.392.924.116 (satu trilyun tiga
ratus lima puluh tujuh milyard tiga ratus sembilan puluh dua juta
sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus enam belas rupiah)
yang terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
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(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.1.289.136.783.000,00 (satu trilyun dua ratus delapan puluh
sembilan milyard seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus
delapan puluh tiga ribu rupiah);

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.256.141.116,00
(enam puluh delapan milyard dua ratus lima puluh enam juta
seratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah);

Pasal 6

(1) Lain–lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp.86.943.600.000,00 (delapan puluh enam milyard
sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang
terdiri atas:
a. Pendapatan Hibah;
b. Dana Darurat; dan
c. Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;
(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.86.943.600.000,00
(delapan puluh enam milyard sembilan ratus empat puluh tiga juta
enam ratus ribu rupiah);

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

(4) Lain–lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
1.613.953.721.041,00 (satu trilyun enam ratus tiga belas juta milyard
sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu
empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.144.152.792.485,00
(satu trilyun seratus empat puluh empat milyard seratus lima
puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus
delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
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b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 698.745.132.928,00 (Enam ratus
sembilan puluh delapan milyard tujuh ratus empat puluh lima juta
seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan
rupiah);

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 402.090.882.057,00 (empat
ratus dua milyard sembilan puluh juta delapan ratus delapan
puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah);

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 42.887.277.500,00 (Empat puluh dua
milyard delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp. 429.500.000,00 (Empat ratus
dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9
(1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.698.745.132.928,00 (enam ratus
sembilan puluh delapan milyard tujuh ratus empat puluh lima juta
seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas :
a. Gaji dan tunjangan ASN;
b. Tambahan penghasilan ASN;
c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif

lainnya ASN;
d. Gaji dan tunjangan DPRD;
e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
f. Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
g. Belanja pegawai Badan Layanan Umum daerah (BLUD).

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.432.987.524.173,00
(empat ratus tiga puluh dua milyard sembilan ratus delapan puluh
tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga
rupiah);

(3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
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Rp.82.175.637.951,00 (delapan puluh dua milyard seratus tujuh
puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus
lima puluh satu rupiah);

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.124.593.011.750,00 (seratus dua puluh
empat milyard lima ratus sembilan puluh tiga juta sebelas ribu
tujuh ratus lima puluh rupiah);

(5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.084.602.344,00
(dua puluh satu milyard delapan puluh empat juta enam ratus dua
ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

(6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.852.000.000 (delapan ratus lima puluh dua juta
rupiah);

(7) Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp.31.360.613.006,00 (tiga puluh satu milyard tiga ratus
enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu enam rupiah);

(8) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp.5.507.818.088,00 (lima milyard lima ratus tujuh juta
delapan ratus delapan belas ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 10
(1) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.432.987.524.173,00 (empat
ratus tiga puluh dua milyard sembilan ratus delapan puluh tujuh
juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga
rupiah), yang terdiri atas :
a. Gaji pokok ASN;
b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
f. Belanja tunjangan beras ASN;
g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h. Belanja pembulatan gaji;
i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.318.850.948.333,00 (tiga ratus delapan
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belas milyard delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus empat
puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

(3) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.33.558.348.142,00 (tiga puluh
tiga milyard lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat
puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);

(4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp.10.390.541.268,00 (sepuluh
milyard tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh satu
ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

(5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp.23.493.101.020,00 (dua puluh
tiga milyard empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus satu ribu
dua puluh rupiah);

(6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.370.987.800,00
(empat milyard tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan
puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

(7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp.17.609.361.403,00 (tujuh belas
milyard enam ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu
empat ratus tiga rupiah);

(8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.176.991.619,00
(satu milyard seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus
sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah);

(9) Pembulatan gaji ASN  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h direncanakan sebesar Rp.5.750.813,00 (lima juta tujuh ratus
lima puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

(10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i direncanakan sebesar Rp.20.030.000.000,00 (dua
puluh milyard tiga puluh juta rupiah);

(11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.051.499.600,00
(satu milyard lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh
sembilan ribu enam ratus rupiah);

(12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.449.994.175,00 (dua
milyard empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus
sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
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Pasal 11
(1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.82.175.637.951,00 (delapan puluh dua milyard seratus tujuh
puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus
lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan

c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.82.175.637.951,00 (delapan puluh dua milyard
seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu
sembilan ratus lima puluh satu rupiah;

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);

Pasal 12
(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.124.593.011.750,00 (seratus dua puluh
empat milyard lima ratus sembilan puluh tiga juta sebelas ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah;
b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
d. Tambahan penghasilan guru PNSD; dan
e. Belanja honorarium.

(2) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.3.888.250.000,00 (tiga milyard delapan ratus delapan
puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.803.669.750,00 (delapan ratus tiga juta enam ratus enam puluh
sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

(4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
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Rp.118.066.722.000,00 (seratus delapan belas milyard enam puluh
enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

(5) Tambahan penghasilan guru PNSD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.621.000.000,00 (enam
ratus dua puluh satu juta rupiah);

(6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.1.213.370.000,00 (satu milyard dua
ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 13
(1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.21.084.602.344,00 (dua puluh satu milyard delapan puluh
empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus empat puluh empat
rupiah), yang terdiri atas :
a. Belanja uang representasi DPRD;
b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
c. Belanja tunjangan beras DPRD;
d. Belanja uang paket DPRD;
e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota

DPRD;
h. Belanja tunjangan reses DPRD;
i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.

(2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.004.010.000,00 (satu
milyard empat juta sepuluh ribu rupiah);

(3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.180.721.800,00 seratus
delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus
rupiah);

(4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.156.427.200,00 (seratus lima
puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus
rupiah);

(5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.86.058.000,00 (delapan puluh
enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);

(6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.455.814.500,00
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(satu milyard empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat
belas ribu lima ratus rupiah);

(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.141.044.400,00
(seratus empat puluh satu juta empat puluh empat ribu empat ratus
rupiah);

(8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp.5.670.000.000,00 (lima milyard enam ratus tujuh puluh
juta rupiah);

(9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.417.500.000,00
(satu milyard empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

(10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan
sebesar Rp.105.501.676,00 (seratus lima juta lima ratus satu ribu
enam ratus tujuh puluh enam rupiah);

(11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan
sebesar Rp.3.956.004.768,00 (tiga milyard sembilan ratus lima
puluh enam juta empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan
rupiah);

(12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.6.888.000.000,00
(enam milyard delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

(13) Belanja jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf l direncanakan sebesar Rp.23.520.000,00 (dua puluh tiga
juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Pasal 14
Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 15
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b direncanakan sebesar Rp. 193.056.616.656,00 (seratus
sembilan puluh tiga milyard lima puluh enam juta enam ratus
enam belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri
atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
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(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.701.690.704,00
(tiga puluh satu milyard tujuh ratus satu juta enam ratus sembilan
puluh ribu tujuh ratus empat rupiah);

(4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.29.427.020.465,00 (dua puluh sembilan milyard empat ratus
dua puluh tujuh juta dua puluh ribu empat ratus enam puluh lima
rupiah);

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.111.232.741.872,00 (seratus sebelas milyard dua ratus tiga
puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus
tujuh puluh dua rupiah);

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.695.163.615,00
(dua puluh milyard enam ratus sembilan puluh lima juta seratus
enam puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah);

(7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);

Pasal 16
(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua
milyard rupiah).

Pasal 17
(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf d direncanakan sebesar Rp.274.744.311.900,00, (dua ratus
tujuh puluh empat milyard tujuh ratus empat puluh empat juta tiga
ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.9.383.839.500,00 (sembilan milyard
tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah);

(3) Belanja bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.265.360.472.400,00 (dua ratus
enam puluh lima milyard tiga ratus enam puluh juta empat ratus
tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 18
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyard lima ratus juta rupiah),
yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.
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Pasal 19
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), yang
terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp. 0,00 (nol rupiah);

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00
(nol rupiah);

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

Pasal 20
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar
Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyard lima ratus juta rupiah), yang
terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyard
lima ratus juta rupiah);
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(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp. 0,00 (nol rupiah);

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 21
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran

belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar
Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyard lima ratus juta rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp. -2.500.00.000,00 (minus dua milyard lima ratus juta
rupiah).

Pasal 22

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan
Tahun Anggaran 2021;

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/ atau masyarakat.
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Pasal 23
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiyaan;

2. Lampiran II penjabaran APBD Menurut Urusan pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
jenis, Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima Hibah, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI   Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda
tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
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Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 8 Januari 2021 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 NOMOR 1


